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ABSTRAK 

Sebagian wilayah di Indonesia masih terdapat daerah 
tertinggal yang terdiri dari Komunitas Adat Terpencil, 
dimana KAT tersebut masih terkesan tertinggal dengan 
dengan daerah yang lain. Daerah tertinggal tersebut me-
miliki sumber daya alam yang potensial, yang dapat 
dikembangkan dan dikelola dengan baik untuk dapat 
mensejahterakan komunitas-komunitas di dalamnya khu-
susnya di bidang Pendidikan, kesehatan, dan ekonomi 
kerakyatan.  Untuk itulah di era otonomi daerah sekarang 
ini diperlukan penataan daerah tersebut yang akan 
terlaksana melalui koordinasi Integrasi, dan Sinkronisasi 
baik pada tataran kebijakan mikro strategis, makro ope-
rasional maupun kebijakan mikro strategis dan mikro 
operasional.  
 

Kata Kunci: 
Pembangunan Daerah tertinggal, KAT, Otonomi Daerah 
 
 
Pendahuluan 

Berdasarkan data dari Kementerian Negara 
Pembangunan Daerah Tertinggal, dari 440 Kabupa-
ten / Kota di seluruh Indonesia terdapat 199 Daerah 
Tertinggal Selanjutnya.  dari 69.955 jumlah Desa di 
seluruh Indonesia, 9.625 Desa diantaranya adalah 
Desa Tertinggal Dalam pada itu, berdasarkan data 
Direktorat Komunitas Adat Terpencil, Departemen 
Sosial, saat ini tercatat jumlah Komunitas Adat 
Terpencil (KAT) di Indonesia sebanyak 267.550 
KAT dan 8 Daerah Rawan Konflik. Dari angka-
angka tersebut jelas terlihat bahwa Jumlah Daerah 
Tertinggal serta KAT di tanah air kita cukup besar 
yang ditandai antara lain oleh rendahnya aksesibi-
litas terhadap sentra-sentra pelayanan kesehatan, 
pendidikan, sanitasi, air bersih, perumahan dan 
pemukiman yang layak, sumber-sumber permo-
dalan, teknologi informasi serta pasar hasil-hasil 
produksi komoditi primer. 

Sesungguhnya Daerah Tertinggal memiliki 
sumber daya alam dan  sumber daya manusia yang 
potensial untuk dikembangkan serta dikelola dan 
dapat dimanfaatkan untuk peningkatan kesejahte-
raan rakyat setempat ataupun sumber pendapatan 
Pemerintah daerah dan Pemerintah Pusat. Namun 
berdasarkan angka-angka BPS terlihat adanya ke-

senjangan tingkat kesejahteraan antara masyarakat 
Daerah Tertinggal dibandingkan dengan masyarakat 
lainnya sehingga perlu diupayakan Percepatan Pe-
ningkatan Kesejahteraan rakyat di Daerah Ter-
tinggal tersebut. 

 Mengingat sebagian besar Pemerintah Dae-
rah di beberapa Daerah Tertinggal memiliki keter-
batasan dari segi pendanaan, teknologi, dan kualitas 
sumber daya manusia dan melihat berbagai upaya 
yang dilakukan Kementerian Negara Pembangunan 
Daerah Tertinggal serta Departemen teknis terkait 
lainnya masih memerlukan peningkatan Koordinasi, 
Integrasi, dan Sinkronisasi baik pada tataran kebija-
kan mikro strategis, makro operasional maupun 
kebijakan mikro strategis dan mikro operasional di-
bidang kesehatan, pendidikan dan ekonomi kerak-
yatan serta pemecahan masalah sosial lainnya, maka 
dirasa perlu melaksanakan kajian / telaahaan tentang 
Percepatan Peningkatan Kesejahteraan Rakyat di 
Daerah tertinggal. 

 
Maksud dan Tujuan 
     Adapun maksud dan tujuan dilaksana-
kannya kajian tentang Pembangunan Daerah Ter-
tinggal ini adalah: 
a. Menginventarisir permasalahan saat ini dan upa-

ya pemecahannya dalam rangka mempercepat 
Peningkatan Pembangunan di Daerah Tertinggal 

b. Menghimpun hasil kajian / telahaan tentang Pem-
bangunan Daerah Tertinggal 

c. Merangkum dan menyimpulkan hasil-hasil ka-
jian/ telahaan yang dibahas dalam pertemuan 
koordinasi lintas Instansi. 

 
Dalam rangka Kajian/ Telaahan Pemba-

ngunan Daerah Tertinggal ini menggunakan meto-
dologi sebagai berikut : 
a. Pengumpulan data ke lapangan dengan menggu-

nakan metoda random sampling secara propor-
sional 

b. Pengumpulan data dilakukan di Provinsi dengan 
fokus Kabupaten yang Desa Tertinggalnya ba-
nyak seperti di Papua, NTT, Kalimantan Timur, 
Riau, dan Sulawesi Utara 
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c. Pengolahan data dilakukan dengan membuat Ta-
bulasi Data dan menganalisanya dengan meng-
gunakan SWOT analisis 

d. Hasil analisa digunakan sebagai masukan dalam 
penyusunan laporan akhir 

e. Konsep laporan akhir dibahas dalam pertemuan 
koordinasi dengan instansi terkait 

 
Pengertian Daerah Tertinggal 

Daerah Tertinggal adalah daerah Kabupaten 
atau Desa yang masyarakat serta wilayahnya relatif 
kurang berkembang dibandingkan daerah lain dalam 
skala nasional. Saat ini ada 199 Kabupaten/Kota 
masuk kategori tertinggal dan 9.625 Desa dari 
69.955 Desa di Indonesia. Termasuk kategori 
Daerah tertinggal adalah Daerah Rawan Bencana, 
Rawan konflik, Daerah perbatasan Negara dan 
komunitas Adat Tertinggal. (Kompas, 2006). 

 
Karakteristik dan Penyebab Daerah Ter-
tinggal 

Suatu daerah disebut Daerah Tertinggal ka-
rena memiliki karakteristik yang menyebabkan 
daerah tersebut menjadi tertinggal yaitu : 
a. Geografis, umumnya secara geografis Daerah 

Tertinggal relative sulit dijangkau karena 
letaknya yang jauh di pedalaman, perbukitan/ 
pegunungan, kepulauan, pesisir, dan pulau-
pulau terpencil karena factor geomorfologis 
lainnya sehingga sulit dijangkau oleh jaringan 
baik transportasi maupun media komunikasi. 

 Sebaran daerah tertinggal secara geografis digo-
longkan menjadi beberapa kelompok, antara 
lain : 
1) Daerah yang terletak diwilayah pedalaman, 

tepi hutan, dan pegunungan yang pada 
umumnya tidak atau belum memiliki akses 
ke daerah lain yang relative lebih maju; 

2) Daerah yang terletak di pulau-pulau kecil, 
gugusan pulau yang berpenduduk dan me-
miliki kesulitan akses ke daerah lain yang 
lebih maju; 

3) Daerah yang secara administrative sebagian 
atau seluruhnya terletak di perbatasan antar 
Negara baik batas darat, maupun laut; 

4) Daerah yang terletak di wilayah rawan 
bencana alam baik gempa, longsor, gunung 
api maupun banjir; 

5) Daerah yang sebagian besar wilayahnya 
berupa pesisir. 

b. Sumber daya alam, beberapa daerah tertinggal 
tidak memiliki potensi sumber daya alam, daerah 
yang memiliki sumber daya alam yang besar 
namun lingkungan sekitarnya merupakan daerah 

yang dilindungi atau tidak dapat dieksploitasi, 
dan daerah tertinggal akibat pemanfaatan sumber 
daya alam yang berlebihan. 

c. Sumber daya manusia, pada umumnya masya-
rakat di daerah tertinggal mempunyai tingkat 
pendidikan, pengetahuan dan keterampilan yang 
relative rendah serta kelembagaan adat yang 
belum berkembang. 

d. Prasarana dan sarana, keterbatasan prasarana 
dan sarana komunikasi, transportasi air bersih, 
irigasi, kesehatan, pendidikan, dan pelayanan 
lainnya yang menyebabkan masyarakat di daerah 
tertinggal tersebut mengalami kesulitan untuk 
melakukan aktivitas ekonomi dan sosial.  

e. Daerah rawan bencana dan konflik sosial, se-
ringnya suatu daerah mengalami bencana alam 
seperti kekeringan dan banjir, dan konflik sosial 
dapat menyebabkan terganggunya kegiatan pem-
bangunan sosial dan ekonomi. 

f. Kebijakan pembangunan, suatu daerah menjadi 
tertinggal dapat disebabkan oleh beberapa kebi-
jakan yang tidak tepat seperti kurang memihak 
pada pembangunan Daerah Tertinggal, kesalahan 
pendekatan dan prioritas pembangunan, serta 
tidak dilibatkannya kelembagaan masyarakat adat 
dalam perencanaan dan pembangunan. (Kompas, 
2006) 

 
Pembahasan 
Kondisi Masyarakat di Daerah Tertinggal 
Setelah 5 Tahun Pelaksanaan Otonomi Dae-
rah 

 Sejak diterbitkannya UU No. 22 Tahun 
1999, J.O. UU No. 32 Tahun 2004 tentang Peme-
rintahan Daerah sebagai dasar hukum pelaksanaan 
Otonomi Daerah belum optimal manfaat yang dira-
sakan masyarakat di berbagai daerah. Hasil pene-
litian berikut ini memperkuat argument tersebut. 
berdasarkan hasil penelitian pelaksanaan lima tahun 
Otonomi Daerah yang dilakukan harian “Kompas” 
dan dipublikasikan pada tanggal 2 Januari 2006, 
diperoleh informasi sebagaimana dapat dilihat pada 
Tabel 3.  
 Berdasarkan hasil penelitian pada Tabel 1 
dan Tabel 2, yang dilaksanakan di Jayapura, Ma-
kasar, Pontianak, Banjarmasin, Padang dan Medan 
terhadap pelaksanaan Otonomi Daerah diperoleh 
kesan antara lain lebih dari 50 % responden tidak 
merasa puas terhadap perkembangan dunia usaha, 
perkembangan industri, perkembangan ekonomi, 
ketersediaan lapangan kerja, kesejahteraan masya-
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HASIL PENELITIAN PELAKSANAAN LIMA TAHUN OTONOMI DAERAH 
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 Sementara itu lebih 50 %  responden telah 
merasa puas terhadap kebebasan berpolitik, kebe-

basan beribadah, kerukunan masyarakat, keamanan, 
kualitas pelayanan kesehatan masyarakat, penanga-
nan transportasi, kualitas jalan raya dan kualitas fa-
silitas umum. 

Tabel 1 
Hasil Penelitian Pelaksanaan Lima Tahun Otonomi Daerah 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tabel 2 
Hasil Penelitian Terhadap Pelaksanaan Otonomi Daerah 
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Telaahan tentang Komunitas Adat Terpencil 
(KAT) 

KAT merupakan kelompok masyarakat 
dengan sosial budaya yang bersifat lokal dan 
terpencil serta kurang atau belum terlibat dalam 
jaringan dan pelayanan baik sosial, ekonomi mau-
pun politik. Persebaran KAT sebagian besar di 
Papua, NTT, Sulawesi, Kalimantan, dan Maluku 
Utara. Karakteristik wilayah KAT bervariasi sesuai 
dengan kondisi alamnya. Atas dasar tersebut, maka 
supaya percepatan pembangunan Kesra di KAT, 
harus mempertimbangkan 4 karakteristik wilayah 
dan kategori KAT dilihat dari segi permukimannya. 
4 karakteristik tersebut yaitu: 
1. KAT yang tinggal di daerah DAS/pedalaman 
2. KAT yang tinggal di dataran tinggi dan/daerah 

pegunungan 
3. KAT yang tinggal di daerah pesisir dan pulau-

pulau 
4. KAT yang tinggal di daerah perbatasan 
 
 
 

Program Kesra Yang terkait dengan KAT  
1. Penghapusan kemiskinan 
2. Peningkatan akses rakyat terhadap Pendidikan 

yang lebih berkwalitas 
3. Penghapusan ketimpangan di berbagai bentuk 
4. Perbaikan pengelolaan sumberdaya alam dan pe-

lestarian mutu lingkunganhidup 
5. Revitalisasi Pertanian dan pedesaan 
 
Koordinasi Program Kesra Dalam Pengembangan 
KAT 
1. Upaya menterjemahkan Program Kesra yang 

langsung dapat menyentuh KAT harus terpadu 
melibatkan multi stake holders,multidisiplin dan 
multi sector 

2. Dalam era Otonomi Daerah, pengembangan 
KAT fokos simpul koordinasi di Bupati, se-
dangkan di Provinsi dan Pusat memfasilitasi 
forum multi stake holders di tingkat Kabupaten 

3. Model-model koordinasi program kesra dalam 
pengembangan KAT dalam katagori menetap 
dapat dilihat bagan berikut ini: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sumber: Kompas, 2006 
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Telaahan Tentang Kesra di daerah konflik 

Salah satu ciri-ciri Daerah Tertinggal adalah 
daerah yang lambat pembangunannya akibat adanya 
konflik baik konflik horizontal maupun konflik 
vertikal. Implikasi terjadinya konflik tersebut ber-
dampak terhadap rendahnyaintensitas dan mobilitas 

orang, barang dan uang karena rasa takut dan 
khawatir yang mengancam jiwa, keberlangsungan 
usaha dan pembangunan kesejahteraan rakyat. 
Daerah rawan konflik yang direkam dalam kajian ini 
yaitu daerah Provinsi Papua sebagai berikut: 

 

 
Sumber: Kompas, 2006 
 
Kondisi pembangunan Kesra di Papua setelah Un-
dang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang otono-
mi khusus ditandai: 
a. APBN Papua naik dari Rp 648 M Tahun 2001 

menjadi Rp 21.926 Triliun  
b. DANA OTSUS YANG DISALURKAN TAHUN 

2002 S/D 2006 berdasarkan data dari Depdagri 
adalah sebagai berikut :     
1. Tahun 2002 : Rp. 1.382 Triliun 
2. Tahun 2003 : Rp. 1.530 Triliun 
3. Tahun 2004 : Rp. 1.642 Triliun 
4. Tahun 2005 : Rp. 1.775 Triliun 
5. Tahun 2006 : Rp16,811 Triliun 
Total Dana Otsus Tahun 2001- 2006 mencapai 
22.929 Triliun 

c. Namun  Papua tetap menduduki posisi ke 14 dari  
Propinsi  miskin di Indonesia dan jumlah pendu-
duknya hampir 40 % hidup dibawah garis kemis-
kinan 

d. Sektor terkait dalam Koordinasi Kemenko Kesra 
saat ini sedang menginventarisir dana-dana Otsus, 
DAU dan DAK serta APBD dan APBN di 
Wilayah Perbatasan Papua. Hasil inventarisasi 
tersebut akan disampaikan ke Kemenko Kesra. 
Berdasarkan hasil inventarisasitersebut akan dipe-
takan program beserta pendanaannya untuk bahan 
masukan dalam penentuan selanjutnya 

e.  Mengingat kondisi beberapa Kabupaen didaerah 
perbatasan Papua hampir sama dengan Kabu-
paten Yahukimo, maka Model Pembangunan 
Kesra di Kabupaten Yahukimo direkomendasikan 
untuk direplikasikan di Kabupaten lainnya. Untuk 
itu sektor terkait diharapkan mempelajari dan 
mendukung Model pembangunan Kesra di 
Yahukimo tersebut 

f. Mempertimbangkan peranan tokoh-tokoh adat 
sangat berpengaruh dalam menggerakkan masya-
rakat, maka dalam rangka Pembangunan Kesra di 
Papua dengan Negara tetangga perlu member-
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dayakan komunitas adat dan institusi adat serta 
dalam menyusun perencanaan yang partisipatif 
perlu melibatkan seluruh lapisan masyarakat 
guna membangun rasa kepemilikan masyarakat 
terhadap rencana pembangunan yang disepakati 
bersama. Hal ini dimaksudkan agar jangan 
sampai ada sekolah yang ditinggal guru atau 
Puskesmas yang tidak ada tenaga medisnya 

g. Hasil penelitian UNDP melaporkan ada kesen-
jangan mencolok antara pedesaaan dengan 
perkotaan 

h. Dana pembangunan sekolah berasal dari Peme-
rintah tanpa melibatkan masyarakat, akibatnya 
masyarakat tidak pernah merasa memilikinya 

i. Masyarakat  merasa dimarginalkan oleh Peme-
rintah akibatnya timbul reaksi tidak percaya 
kepada Pemerintah yang disikapi sangat berle-
bihan oleh Pemerintah Pusat 

j. Sosial kontrol Pemerintah terhadap penggunaan 
dana dan pembangunan bagi masyarakat sangat 
terbatas, akibatnya timbul KKN yang berbuntut 
semakin tidak percayanya masyarakat kepada 
pejabat pemerintah 

Tabel 3 
Alokasi anggaran tahun 2005-2006 

 
Sumber: Kompas, 2006 
 
Berdasarkan tabel 4, terlihat jelas bahwa kenaikan 
alokasi anggaran Provinsi Papua dan Irian aya Barat 
tahun 2005 maka secara signifikan dari Rp. 9 
Trilyun menjadi Rp. 16,8 trilyun pada tahun 2006. 
Namun kenaikan alokasi anggaran yang cukup 
tinggi tersebut belum diikuti dengan berkurangnya 
kemiskinan dan peningkatan kesejahteraan rakyat 

Papua. Untuk itu upaya percepatan Pembangunan 
Kesra melalui model-model percontohan pemba-
ngunan Kesra di daerah tingkat II perlu diciptakan 
disamping peningkatan pengawasan dan penegakan 
hukum sesuai dengan ketentuan yang berlaku tanpa 
pandang bulu.  
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Tabel 4 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sumber: Kompas, 2006 

Tabel 5 

 
Sumber: Kompas, 2006 
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Berdasarkan tabel tersebut, terlihat jelas bahwa total 
dana perimbangan dan dana otonomi Khusus serta 
dana penyesuaian yang tersebar diberbagai Kabu-
paten/Kota cukup besar yaitu tahun 2005 sebesar 
Rp. 7,7 Trilyun. Berhubung sarana jalan dan trans-
portasi sebagian besar menggunakan angkutan uda-
ra, maka harga bahan-bahan pokok sangat mahal 
terutama di desa. Akibatnya rakyat di desa-desa ku-
rang makanan bergizi. Untuk itu upaya peningkatan 
kualitas pelayanan kesehatan, pendidikan serta 
sarana dan prasarana jalan perlu mendapat prioritas. 
 
Telaahan Tentang Pembangunan Kesra di 
daerah Perbatasan Negara 

Permasalahan Strategis di Wilayah Perba-
tasan Antar Negara.  
1. Ketertinggalan pembangunan masyarakat di 

kawasan perbatasan  sebagai dampak dari tingkat 
kesenjangan pembangunan ekonomi dan kea-
manan apabila dibandingkan dengan masyarakat 
yang tinggal di negara jiran. 

2. Keterbatasan sarana dan prasarana dasar, trans-
portasi darat dan laut serta telekomunikasi yang 
menyebabkan wilayah ini kurang memiliki akses 
terhadap pelayanan kesehatan dasar, pendidikan 
dan kesempatan yang luas untuk meningkatkan 
ekonomi kerakyatan 

3. Pemekaran wilayah perbatasan khususnya di pro-
vinsi Riau,Kep Riau& KalBar belum diikuti 
dengan ketersediaan aparatur pemerintah sebagai 
pelaksana. 

4. Terjadinya degradasi ekosistem alam dan lingku-
ngan hayati dengan implikasi berkurangnya ke-
sempatan untuk meningkatkan pendapatan bagi 
rakyat. 

5. Sulitnya jangkauan informasi menyebabkan ter-
jadinya kendala bagi pembinaan kesadaran ber-
bangsa danberbudaya Indonesia 

6. Akibat cakupan pembangunan pendidikan yang 
masih rendah telah menyebabkan kurangnya 
pemahaman terhadap hukum yang akan meng-
hambat percepatan peningkatan kesejahteraan 
rakyat 

7. Maraknya illegal logging dan illegal fishing oleh 
para pengusaha asing yang tidak bertanggung 
jawab telah menyebabkan kerawanan terjadinya 
bencana alam banjir dan tanah longsor serta 
berkurangnya pendapatan dari hasil kekayaanlaut 
bagi para nelayan tradisional. 

8. Peredaran produk-produk asing di kawasan 
perbatasan sebagai dampak globalisasi ekonomi 
menyebabkan produk lokal tidak mampu ber-
saing 

9. Cakupan mutu pelayanan kesehatan, pendidikan, 
dan daya beli masyarakat di wilayah perbatasan 
yang rendah telah menyebabkan kurangnya daya 
saing penduduk wilayah perbatasan. 

 
Permasalahan spesifik bidang kesehatan, 
pendidikan dan ekonomi kerakyatan di 
daerah perbatasan negara 
1. Bidang kesehatan 
 a. Peran dan kesadaran masyarakat untuk me-

ningkatkan pola hidup bersih dan sehat 
(PHBS) masih rendah 

b. Pendataan yang cepat, tepat, akurat dan meng-
acu pada sistem informasi kesehatan yang 
komprehensif belum berjalan 

c. Kuantitas dan kualitas SDM KES masih rendah 
dan Manajemen KES belum ditata dengan 
baik. 

d. Sarana dan prasarana RSUD sebagai fungsi 
Yan Kes dan Dik Kes belum berjalan dengan 
lancar → kekurangan pendidik 

e. Pembinaan dan pengendalian terhadap produk, 
obat-obatan dan bahan makanan yang beredar 
pada masyarakat masih rendah. 

f. Peran serta masyarakat dalam pemberantasan 
penyalahgunaan narkotika, psikotropika dan 
bahan berbahaya lainnya amsih belum optimal 
selain sarana prasarana kuratif, rehabilitasi 
terhadap penyalahgunaan NAFZA masih ku- 
rang. 

2. Bidang Pendidikan 
a. Kemampuan Pemda pada sektor pendidikan 

masih rendah 
b. Pemahaman tentang SISDIKNAS masih belum 

optimal menyebabkan kurang terakomoda-
sinya berbagai masalah dan yang diperlukan 

c. Desentralisasi pendidikan kurang berjalan 
dengan baik, karena berbagai keterbatasan, 
terutama SDM yang menangani pendidikan, 
dan kendala sistem birokrasi 

d. Akuntabilitas pendidikan belum berjalan de-
ngan baik 

e. Akses masyarakat pedesaan dan GAKIN untuk 
mendapatkan pendidikan yang berkualitas ma-
sih sangat terbatas 

3. Bidang Ekonomi Kerakyatan 
Lemahnya upaya peningkatan dan pemberdayaan 
ekonomi kerakyatan terutama disektor hilir dan 
belum optimalnya upaya pemberdayaan Koperasi 
dan UMKM 
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Kendala – Kendala Peningkatan Kesra di 
daerah Perbatasan Negara 
1. Perhatian Pemerintah Daerah terhadap pem-

bangunan bidang kesejahteraan rakyat belum 
optimal dalam artian penetapan prioritas pelak-
sanaan kebijakan yang telah dirumuskan tidak 
direalisasikan dengan baik dan benar sebagai 
implikasi dari pelaksanaan otonomi daerah 

2. Realisasi pembangunan di wilayah perbatasan 
negara masih lebih difokuskan pada bidang 
pertahanan dan keamanan dibanding bidang 
kesejahteraan rakyat, implikasinya pemba-
ngunan SDM di wilayahperbatasan terhambat 
akibat rendahnya anggaran bagi sektor pemba-
ngunan pendidikan dan kesehatan 

3. Perhatian terhadap perencanaan untuk mema-
jukan kawasan perbatasan masih belum fokus 
pada peningkatan pelayanan kesehatan, pe-
ngembangan sistem pendidikan dan pember-
dayaan koperasi, UMKM 

4. Supremasi hukum yang masih lemah diwilayah 
perbatasan telah menyebabkan maraknya illegal 
fishing, dan illegal trading, kondisi ini meru-
pakan penghambat laju pertumbuhan ekonomi 
rakyat 

5. Infiltrasi budaya negara jiran ke wilayah 
perbatasan NKRI telah mempengaruhi perkem-
bangan mutu pendidikan dan proses pembela-
jaran anak didik 

 
Pengaruh Ling-Stra, Peluang dan Kendala 
• Intemasional: Globalisasi Teknologi, Informasi, 

Transportasi, Liberalisasi Ekonomi  
•  Regional: ASEAN Free Trade Area, General 

Border Committee SIJORI (Singapore, Johor, 
Riau Committee on Trade) Otonomi Daerah  

•  Nasional: Otonomi Daerah 
 
KONSEPSI (Kebijakan, Strategi dan Program 
Peningkatan Kesra di Daerah Perbatasan Nega-
ra)  
Kebijakan:  
1. Bidang Kesehatan  

Percepatan pembangunan kesehatan dengan 
fokus pada pemberdayaan masyarakat guna me-
realisasikan pola hidup bersih dan sehat (PHBS) 
antara lain dengan :  
a. Melaksanakan pendataan yang mengacu pada 

informasi kesehatan yang tepat, akurat dan 
komprehensif  

b. Meningkatkan mutu tenaga kesehatan dan pe-
nataan manaJemen pembangunan kesehatan 
yang terintegrasi  

c. Meningkatkan perlindungan masyarakat terha-
dap penyalahgunaan produk obat-obatan dan 
bahan makanan melalui pembinaan. Pengawa-
san yang intensif  

d. Memberdayakan masyarakat dalam pemberan-
tasan penyalahgunaan narkotika, psikotropika 
dan zat aditif lain dengan meningkatkan sarana 
dan prasarana kuratif dan rehabilitatif  

e. Mengembangkan RSUD menjadi RS pendi-
dikan dan pelayanan kesehatan yang terakre-
ditasi dengan beberapa jenis layanan yang 
mampu mendukung penyiapan SDM yang 
berkualitas di bidang kesehatan  

2. Bidang Pendidikan 
Percepatan pembangunan sistem pendidikan 
yang berkelanjutan dengan:  
a. Penyediaan buku pokok dan buku penunjang 

pada pendidikan kanakkanak, dasar, mene-
ngah dan pendidikan luar sekolah  

b. Meningkatkan angka partisipasi anak-anak 
usia sekolah untuk mengikuti pendidikan di 
daerah terpencil, terisolir dan marjinal  

c. Meningkatkan kualitas dan kuantitas tenaga 
pengajar pada seluruh tingkatan sesuai de-
ngan disiplin ilmu yang diperlukan  

d. Meningkatkan sarana dan prasarana pendidi-
kan bagi USIa dini dan penyandang cacat 
(SDLB dan SLB)  

e. Meningkatkan peran dan fungsi Balai Pela-
tihan Guru (BPG), Balai Pelatihan Kegiatan 
Belajar (BPKB), Balai Teknologi Pendidi-
kan (BPT), serta Pendidikan Luar Sekolah 
(PLS)  

f. Pembinaan dan pengembangan serta penye-
diaan sarana dan prasarana perpustakaan  

g. Meningkatkan koordinasi, integrasi dan sin-
kronisasi program pembangunan pendidikan 
antara pemerintah, pemda dan swasta  

h. Mengadakan kegiatan yang dapat melestari-
kan budaya Iokal 

3. Bidang Ekonomi Kerakyatan 
Percepatan peningkatan ekonomi kerakyatan 
yang berdaya saing dengan:  
a. Penguatan struktur kesra di wilayah per-

batasan melalui pemberdayaan ekonomi 
rakyat terutama di sektor hilir. Perluasan 
ketersediaan sarana dan prasarana serta 
infrastruktur dasar serta transport dan 
komunikasi dengan mengikuti peran dunia 
usaha  

b. Peningkatan akses pembangunan koperasi, 
DMKM dengan membangun industri keeil 
pengolahan hasil produk unggulan di hilir  

c. Pembentukan zona-zona industri kecil, 
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menengah dan koperasi desa dengan men-
ciptakan iklim investasi yang kondusif 
yang dikelola secara profesional  

d. Peningkatan kemampuan ekonomi masya-
rakat dengan pembentukan zona-zona in-
dustri menengah, keeil dan mikro serta 
koperasi dengan memanfaatkan sumber 
daya lokal seeara bertanggung jawab dan 
profesional  

 
Strategi Peningkatan Kesra di Wilayah Per-
batasan Negara  

1. Bidang Kesehatan 
a. Pemberdayaan masyarakat dengan me-

revitalisasigerakan masyarakat luas agar 
hidup sehat dan merealisasikan "Desa 
Siaga"  

b. Peningkatan kapasitas SDM Kes, Per-
alatan, Mekanisme Kerja, Duk Log Kes 
dengan eara membuat Nota Kesepa-
haman (MoD) antar Pemda  

2. Bidang Pendidikan 
a. Peningkatan kemampuan dan jumlah 

tenaga pengajar serta mutunya  
b. Pembangunan sekolah umum dan 

kejuruan, madrasah serta sarana pendi-
dikan lainnya melalui penyusunan Nota 
Kesepahaman (MoD) antar Pemda  

3. Bidang Kerakyatan 
a. Perluasan kesempatan kerja  

Pemberdayaan masyarakat melalui pe-
manfaatan lahan kelapa sawit, per-
ikanan, peternakan dan perunggasan 
Pendampingan pada pemberian kredit 
mikro  

 
Program Peningkatan Kesra di Wilayah 
Perbatasan Negara  
1. Bidang Kesehatan  

a. Pembangunan sarana air bersih, rumah sehat 
danjamban keluarga  

b. Pembangunan Puskesmas, Puskesmas keli-
ling Terapung, Pondok Bersalin  

c. Peningkatan derajat kesehatan masyarakat 
melalui revitalisasi Posyandu dan revitalisasi 
surveilans epidemologi  

d. Penambahan jumlah dokter, bidan, sarjana 
kesehatan masyarakat, ahli gizi dan tenaga 
sanitasi  

2. Bidang Pendidikan  
a. Pengembangan pendidikan kejuruan pertanian 

dan industri kecil serta usaha mikro  
b. Peningkatan kerjasama bidang pendidikan an-

tar daerah dan negara lingkup ASEAN dengan 
membuat sekolah di perbatasan antar negara 
(Border School)  

c. Pengembangan wawasan dan pengetahuan 
tentang persatuan dan kesatuan NKRl  

d. Pendidikan dan pengembangan budaya lokal  
e. Peningkatan pembangunan sarana dan pra-

sarana pendidikan bersifat bergerak  
f. Penambahan guru dan sekolah di wilayah per-

batasan  
g. Pemberian insentif kepada investor di bidang 

kesehatan dan pendidikan melalui kebijakan 
fiskal pemerintahan  

h. Pengembangan Pendidikan Dasar dan Mene-
ngah  

i.  Pelatihan tenaga terampil (life skill educa-
tion)  

3. Bidang Ekonomi Kerakyatan  
a. Peningkatan dan pengawasan mutu dan produk 

usaha kecil, menengah dan mikro yang diper-
dagangkan  

b. Peningkatan ketahanan pangan desa  
c. Pembangunan sarana perumahan rakyat berupa 

Rumah Sederhana Sehat (RSH) dan Rumah 
Susun Sederhana dan Sewa (RUSUNA WA)  

d. Peningkatan manajemen pengawasan perba-
tasan  

e. Pembangunan jejaring telekomunikasi dan in-
formasi  

f. Pembangunan Pos Lintas Batas tambahan 
yang dilengkapi dengan Karantina, Imigrasi, 
Bea Cukai dan Keamanan untuk memantau 
dan mengawasi terjadinya penyebaran penya-
kit dan masalah sosial lainnya  

 
Permasalahan Umum Pembangunan di Dae-
rah Tertinggal 

Secara umum ada beberapa permasalahan 
dalam pembangunan Daerah Tertinggal yaitu : 
1. Belum tersentuh Program Pembangunan 

Masyarakat  yang berada di Daerah tertinggal pa-
da umumnya masih belum banyak tersentuh oleh 
program-program pembangunan sehingga akses 
terhadap pelayanan sosial, ekonomi dan program 
masih sangat terbatas serta terisolir dari wilayah 
di sekitarnya. Oleh karena itu kesejahteraan ke-
lompok masyarakat yang hidup di wilayah 
tertinggal memerlukan perhatian dan keber-
pihakan pembangunan yang besar dari peme-
rintah. Permasalahan yang dihadapi dalam pe-
ngembangan Daerah tertinggal, termasuk yang 
masih dihuni oleh komunitas adat terpencil antara 
lain: 



 
Djoharis Lubis – Kajian/Telaahan Pembangunan Daerah Tertinggal di Era Otonomi Daerah 

 

FORUM ILMIAH INDONUSA ♦ VOL 6 NO 1 JANUARI 2009 
 

11

a. batasnya akses tranportasi yang menghu-
bungkan Daerah tertinggal dengan wilayah 
yang relatif lebih maju; 

b. Kepadatan penduduk relatif rendah dan ter-
sebar; 

c. Kebanyakan wilayah-wilayah ini miskin sum-
ber daya, khususnya sumber daya alam dan 
manusia; 

d. Belum diprioritaskannya pembangunan di wi-
layah tertinggal oleh pemerintah daerah karena 
dianggap tidak menghasilkan pendapat asli 
Daerah (PAD) secara langsung; 

e. Belum optimalnya dukungan sektor terkait un-
tuk pengembangan wilayah-wilayah ini. 

2. Belum dikembangankan Wilayah-wilayah Stra-
tegis dan Cepat Tumbuh. 
Banyak wilayah-wilayah yang memiliki produk 
unggulan dan lokasi strategis belum dikem-
bangkan secara optimal. Hal ini disebabkan, 
antara lain : 
a. Adanya keterbatasan informasi pasar dan 

teknologi untuk pengembangan produk 
unggulan; 

b. Belum adanya sikap profesionalisme dan 
kewirausahaan dari pelaku pengembangan 
kawasan di daerah; 

c. Belum optimalnya dukungan kebijakan 
Nasional dan Daerah yang berfihak pada 
petani dan pelaku usaha swasta; 

d. Belum berkembanganya infrastruktur ke-
lembangaan yang berorientasi pada penge-
lolaan pengembangan usaha yang berke-
lanjutan dalam perekonomian daerah; 

e. Masih lemahnya kordinasi, strategi, dan 
kerjasama diantara pelaku-pelaku pengem-
bangan kawasan, baik  pemerintah, swasta, 
lembaga non pemerintah, dan masyarakat, 
serta antara Pemerintah Pusat, Provinsi, dan 
Kabupaten/Kota, dalam upaya mening-
katkan daya saing produk unggulan; 

f. Masih terbatasnya akses petani dan pelaku 
usaha kecil terhadap modal pengembangan 
usaha, input produksi, dukungan teknologi, 
dan jaringan pemasaran, dalam upaya 
mengembangkan peluang usaha dan kerja-
sama investasi; 

g. Keterbatasan jaringan prasarana dan sarana 
fisik dan ekonomi dalam mendukung pe-
ngembangan kawasan dan produk unggulan 
daerah; 

h. Serta belum optimalnya pemanfaatan ke-
rangka kerjasama antara wilayah maupun 
antar negara untuk mendukung peningkatan 
daya saing kawasan dan produk unggulan. 

Sebenarnya, wilayah strategis dan cepat 
tumbuh ini dapat dikembangan secara lebih 
cepat, karena memiliki produk unggulan 
yang berdaya saing. Jika sudah berkembang, 
wilayah-wilayah tersebut diharapkan dapat 
berperan sebagai penggerak bagi pertum-
buhan ekonomi di wilayah—wilayah seki-
tarnya yang miskin sumber daya dan masih 
terbelakang. 

3. Terbatas Akses di  Wilayah perbatasan dan Ter-
pencil. 
Wilayah perbatasan, termasuk pulau-pulau kecil 
tertular memiliki potensi sumber daya alam yang 
cukup besar, serta merupakan wilayah yang 
sangat strategis bagi pertahanan dan keamanan 
negara. Namun demikian, pengembangan di be-
berapa wilayah perbatasan masih sangat jauh 
tertinggal dibandingkan dengan pembanguanan di 
Wilayah negara tetangga. Kondisi sosial ekonomi 
masyarakat yang tertinggal di daerah ini umum-
nya jauh lebih rendah dibandingkan dengan 
kondisi sosial ekonomi Warga Negara Tetangga. 
Hal ini telah mengakibatkan timbulnya berbagai 
kegiatan ilegal di daerah perbatasan yang dikha-
watirkan dalam jangka panjang dapat menim-
bulkan berbagai kerawanan sosial. 

 
Permasalahan utama dari ketertinggalan 

pembangunan di wilayah perbatasan adalah arah 
kebijakan pembangunan kewilayahan yang selama 
ini cenderung berorientasi ‘inward looking’ sehinga 
seolah-olah kawasan perbatasan hanya menjadi 
halaman belakang dari pembangunan negara. Aki-
batnya wilayah-wilayah perbatasan dianggap bukan 
merupakan wilayah prioritas pembangunan oleh 
pemerintah pusat maupun daerah. Sementara itu 
pulau-pulau kecil yang ada di Indonesia sulit ver-
kembang terutama karena lokasinya sangat terisolir 
dan sulit dijangkau. Diantaranya banyak yang tidak  
berpenghuni atau sangat sedikit jumlah penduduk-
nya, serta belum tersentuh oleh pelayanan dasar dari 
pemerintah. 

Ketidakseimbangan pasokan sumberdaya 
alam dengan kebutuhan pembangunan. Persoalan ini 
mencuat pada 5 tahun terakhir ini diakibatkan oleh 
bencana alam, penjarahan hutan, dan pengrusakan 
lingkungan yang berakibat pada semakin menu-
runnya daya pasok air baik untuk kebutuhan manu-
sia maupun untuk yang mayoritas masyarakat  hidup 
dibawah garis kemiskinan. Dijarah dan digundu-
linya hutan  lindung berakibat pada semakin tipisnya 
persediaan air bawah tanah dan terjadinya banjir. 
Keadaan ini menjadikannya daerah tertinggal me-



 
Djoharis Lubis – Kajian/Telaahan Pembangunan Daerah Tertinggal di Era Otonomi Daerah 

 

FORUM ILMIAH INDONUSA ♦ VOL 6 NO 1 JANUARI 2009 
 
12

masuki wilayah bencana, lahan kering, dan rawan 
banjir. 

Untuk mengefektifkan penanganannya, 
maka berbagai kondisi masalah di atas dikelom-
pokkan 5 (lima) aspek masalah yaitu : 
1. Permasalahan berkaitan dengan Pengembangan 

Ekonomi Lokal; 
2. Permasalahan Pengembangan Sumber Daya Ma-

nusia; 
3. Permasalahan berkaitan dengan Kapasitas Ke-

lembagaan; 
4. Permasalahan berkaitan dengan Prasarana dan 

Sarana; 
5. Permasalahan berkaitan dengan Karakteristik 

Daerah. 
 
Aspek Pengembangan Ekonomi Lokal 

Permasalahan aspek Pengembangan Ekono-
mi Lokal meliputi: 
a. Rendahnya tingkat pendapatan masyarakat 
b. Rendahnya ketrampilan manajemen usaha 
c. Kurangnya permodalan untuk pengembangan 

usaha 
d. Kurangnya peralatan dan teknologi untuk 

kegiatan produksi masyarakat 
e. Tidak kontinyunya distribusi bahan-bahan pen-

dukung produksi. 
f. Terbatasnya akses dan sarana pemasaran untuk 

perluasan pasar. 
 
Aspek Pengembangan Sumber Daya Manu-
sia 

Permasalahan aspek Pengembangan Sum-
ber Daya Manusia meliputi : 
a. Rendahnya kualitas pendidikan dan fasilitasnya 

menyangkut guru, bangunan sekolah, kurikulum, 
dan laboratorium. 

b. Rendahnya tingkat kesehatan masyarakat 
c. Kurangnya fasilitas kesehatan dan tenaga medis/ 

paramedis 
d. Rendahnya kualitas kesehatan lingkungan per-

mukiman 
e. Kurangnya prasarana dan sarana peningkatan 

ketrampilan tenaga kerja. 
 
Aspek Kelembagaan 

Permasalahan aspek kelembagaan meliputi : 
a. Umumnya lembaga terbentuk secara non formal 

tanpa memiliki struktur organisasi dan anggaran 
dasar dan rumah tangga. 

b. Lembaga yang terbentuk secara formal dan 
mempunyai hierarki organisasi, umumnya belum 

mempunyai visi, misi, tujuan, sasaran, dan 
program serta rencana kerja secara jelas. 

c. Lembaga belum mempunyai  pengaturan meka-
nisme kerja internal dan eksternal. 

d. Terbatasnya jumlah sumberdaya manusia yang 
terlibat dalam pengelolaan lembaga 

e. Rendahnya kemampuan pengurus dalam mema-
hami, menjabarkan dan mengembangkan visi, 
misi, tujuan dan sasaran lembaga. 

f. Terbatasnya prasaranan dan sarana pendukung 
yang dimiliki lembaga, baik berupa prasaran kan-
tor, fasilitas dan sarana kerja. 

g. Terbatasnya sumber pembiayaan untuk melak-
sanakan program dan kegiatan lembaga. 

h. Terbatasnya informasi dan jaringa kerja yang 
dimiliki oleh lembaga. 

 
Aspek Prasarana Sarana 

Permasalahan aspek prasarana dan sarana 
meliputi : 
a. Kurangnya prasarana dan Sarana transportasi 

darat, laut, dan udara 
b. Rendahnya kualitas air bersih dan sulitnya akses 

dalam mendapatkan air bersih. 
c. Permasalahan prasaranan dan sarana irigasi 

sebagai penyedia air untuk produksi pertanian 
d. Permasalahan prasaranan dan sarana pendidikan, 

kesehatan, dan ekonomi. 
e. Permasalahan penataan dan penyediaan peruma-

han masyarakat. 
 
Aspek Karakteristik Daerah 
Permasalahan aspek karakteristik daerah 
meliputi : 
a. Seringnya terjadi bencana banjir baik yang ada di 

area pemukiman maupun area produksi (sawah/ 
ladang/tambak, dan lain-lainnya). 

b. Seringnya terjadi permasalahan sosial, terutama 
kelaparan dan kekurangan pangan. 

c. Seringnya terjadi bencana alam longsor/erosi/ 
abrasi. 

d. Banyaknya lahan kritis dan kerusakan lingkungan 
e. Terjadinya  konflik sosial yang menjadi faktor 

penghambat proses pembangunan. 
f. Beberapa daerah mengalami masalah kebakaran 

yang telah melumpuhkan aktivitas masyarakat. 
Disamping permasalahan mendasar tersebut, ter-
dapat pula beberapa permasalhan yang bersifat 
spesifik terutama di daerah perbatasan  yang men-
cakup: 
a. Aspek penyelesaian demarkasi dan deliniasi ba-

tas, serta 
b. Aspek politik, hukum dan keamanan 
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c. Aspek Penyelesaian Demarkasi dan Deliniasi 
Batas 
     

Permasalahan aspek penyelesaian demar-
kasi dan deliniasi batas meliputi : 
a.  Belum dirundingkan dan disepakatinya beberapa 

segmen garis batas dengan Negara Tetangga ba-
tas batas darat maupun batas laut 

b. Beberapa titik dasar di pulau-pulau kecil terluar 
belum ditetapkan 

c. Belum adanya peraturan perundang-undangan 
yang menjadi payung bagi penetapan batas wi-
layah Negara secara menyeluruh. 

d. Belum tertatanya tanda fisik batas antara Negara. 
 
Permasalahan aspek Politik, Hukum dan 

Keamanan diantaranya : 
a. Meningkatnya eksploitasi sumberdaya alam se-

cara tidak terkendali, seperti penebang kayu 
ilegal, Penambangan  pasir laut, serta pencurian 
ikan oleh kapal-kapal ikan asing di perairan ZEE 
(Zona Ekonomi Eklusive). 

b. Meningkatnya aktivitas-aktivitas ilegal di wila-
yah perbatasan antar negara dan pulau-pulau 
kecil terluar 

c. Adanya potensi sengketa wilayah dengan Negara 
Tetangga yang mengancam kedaulatan wilayah 
Negara akibat belum adanya kesepakatan batas 
darat dan laut. 

d. Terbatasnya prasarana dan Sarana perbatasan. 
 
Disamping Permasalahan tersebut di ats 

beberapa maslah yang menghambat Pencepatan 
Pembangunan Daerah Tertinggal adalah : 

 
1. Kurang perhatian Pemda karena sedikit 

menghasilkan PAD 
2. Lemahnya KWALITAS SDM 
3. Terbatas Saran dan Prasarana 
4. STRANAS PDT belum menjadi Rujukan Sektor, 

Prov, Kabupaten atau K/L dalam PDT karena 
belum memiliki dasar legalitas yang kuat dapat 
dipacu oleh K/L terkait. 

5. Belum ada kejelasan tentang bagaimana 
menindaklanjuti STRANAS PDT 

6. Belum ada Pedoman/Komitmen bersama yang 
mengikat untuk menserasikan kebijakan K/L 
terkait dalam pembangunan PDT 

7. Sulitnya Koordinasi Lintas Instansi Pusat dan 
Daerah 

8. Duplikaksi Fungsi  
9. Belum ada formula “Cost Sharing” 
 

Analisa SWOT Pembangunan di Daerah 
Tertinggal 
 Berdasarkan data dan Informasi yang diper-
oleh dari berbagai sumber dan berbagai Instansi baik 
di Pusat maupun di daerah, dalam laporan ini 
dilakukan SWOT analysis terhadap tiga Aspek 
Kunci yang berperan strategis dalam mempercepat 
Pembangunan Daerah Tertinggal yaitu: 
1. Aspek Konsepsi, Kebijakan dan Program 
2. Aspek Kelembagaan 
3. Aspek Pendanaan 
 
Hasil SWOT analisis tersebut dapat di lihat pada 
Matrik di bagian lampiran. 
 
 
Kesimpulan 
Untuk Papua: 
1. Untuk membuka keterisolasian Wilayah Papua 

utamanya Kabupaten – Kabupaten di Pegunungan 
Tengah dan Selatan Papua, Kementerian 
Koordinator Bidang Kesra akan membuat model 
Pembangunan Daerah Tertinggal di Kabupaten-
Kabupaten Tolikara, Pegunungan Bintang, Jaya 
Wijaya, Puncak Jaya, Panai, dan Yahukimo yang 
melibatkan berbagai Departemen dalam satu Tim 
Koordinasi Lintas Departeman secara Terpadu 

2. Perlu penyusunan rencana yang partisipatif 
melibatkan seluruh lapisan masyarakat untuk 
membangun rasa kepemilikan masyarakat 
terhadap rencana pembangunan yang disepakati 
bersama (Sense of Planning Ownership) 

3. Meningkatkan pelayanan sosial kepada masya-
rakat melalui perencanaan sektoral yang terin-
tegrasi dengan melibatkan masyarakat pedesaan 

4. Meningkatkan kualitas SDM  dan institusi DPR 
daerah. UNDP akan membantu pengadaan Tech-
nical Assistance dan Financial TA 

5. Meningkatkan kapasitas Media yang focus ten-
tang Equity Issue di Papua 

6. Memberdayakan komunitas adat dan institusi 
adat 

7. Meningkatkan kemitraan pemerintah dengan 
negara donor dalam pembangunan jangka pan-
jang untuk membangun meningkatkan kapasitas 
pemerintah daerah dan pemangku kepentingan 

8. Pemerintah perlu mendorong Pemda mening-
katkan anggaran di bidang pendidikan, kesehatan, 
dan pemberdayaan masyarakat karena temuan di 
lapangan dan pendidikan hanya 4 % dari APBD 

 
Dalam hal peningkatan Kesra di wilayah 

perbatasan negara: 
a. Percepatan pembangunan kesejahteraan rakyat di 
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wilayah perbatasan sangat diperlukan dengan 
mempertimbangkan karakteristik lokal  

b. Diperlukan adanya Perundang Undangan Legis-
lasi yang mengatur batas wilayah perbatasan 
NKRl  

c. Diperlukan institusi yang khusus mengelola 
wilayah perbatasan secara intensif  

d. Percepatan pembangunan kesejahteraan rakyat 
di wilayah perbatasan agar mengikut sertakan 
dan memberdayakan semua pemangku kepen-
tingan termasuk kalangan dunia usaha  

e. Fokus pembangunan kesejahteraan rakyat 
diutamakan dengan mendirikan sekolah dengan 
asrama, penempatan guru berkualitas, distribusi 
tenaga kesehatan secara merata, menguatkan 
lembaga perbankan bagi kredit rnikro dan 
pendampingan  

 
Untuk Pembangunan Daerah Tertinggal:  
1. Perlu Instruksi Presiden tentang Rencana Aksi 

Nasional Pembangunan Daerah Tertinggal se-
bagai Payung koordinasi Implementasi Program 
PDT. 

2. Re fungsi Institusi Pemda untuk meningkatkan 
Proporsi alokasi anggaran untuk Pembangunan 
Daerah Tertinggal yang PAD kecil di dae-
rahnya. 

3. Perlu Peraturan Menteri Keuangan untuk  
Forrmula “ Cost Sharing “ dalam rangka PDT. 

4.  Anggaran PDT Sektoral dimasukkan dalam 
DAK agar Bupati bertangung jawab. 

5.  Menerbitkan Peraturan Pemerintah tentang LPJ 
Bupati yang muatannya berisi kinerja Bupati 
tentang Pembangunan Daerah Tertinggal seba-
gai pertanggung jawaban Bupati tentang Pemba-
ngunan Kesra di Daerah Tertinggal. 

6. Untuk membuka Keterisolasian Daerah Terting-
gal, porsi dana untuk Pembangunan Tenaga 
Listrik Mikrohydro, sarana jalan/ transportasi 
dan komunikasi ditingkatkan. 

7.  Peningkatan porsi alokasi dana untuk prasarana 
serta sarana Pendidikan, Kesehatan, serta pem-
bangunan sentra–sentra produksi dan pasar guna 
membangun ekonomi kerakyatan. 

 
Daftar Pustaka 
Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 

tentang Pemerintahan Daerah 
 
Undang- Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang 

Otonomi Khusus dan beberapa Kabupaten 
di Provinsi Papua. 

 
Inpres Nomor 5 tahun 2007 Tentang Mempercepat 

Pembangunan di Papua. 
 
Kompas, 2 Januari 2006. 
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LAMPIRAN 
Telaahan Pembangunan Daerah Tertinggal di Era Otonomi Daerah 

N0 
 

ASPEK STRENGTH WEAKNESS (Kelemahan) OPPORTUNITY 
(Peluang) 

THREAT 
(Tantangan) 

I.  Konsepsi, 
Kebijakan, 
dan Program 

1) Sudah ada UU.No 32 dan 
33 Tahun 2005 yang 
mengatur pembagian 
urusan pusat dan daerah 
(CONCURENT) 

2) Sudah ada RPJM, 
Renstra, Renstrada, 
Program dan RKP Tahun 
2006 sampai 2007 

3)  Arahan Menko Kesra dan 
Menneg PDT yang jelas 
dan terarah  

4)  Paradigma Baru Kesra 
Memandang Dana sebagai 
Investasi Pengembangan 
SDM 

 

1) Belum ada Rencana Aksi 
Nasional PDT yang 
dikukuhkan dengan Inpres 
yang mengatur siapa 
mengerjakan apa, tentang apa 
dan di mana serta bagaimana ? 

2) Masing-masing Kabupaten 
mengajukan anggaran ke sektor 
dan Renstrada ke Menneg PDT 
mengakibatkan kerancuan 
anggaran dan perencanaan 

3) STRANAS PDT  belum 
menjadi Rujukan Sektor, Prov, 
Kabupaten atau K/L dalam 
PDT karena belum memiliki 
dasar legalitas yang kuat yang 
dapat diacu oleh K/L terkait 

4) Belum ada kejelasan tentang 
bagaimana menindaklanjuti 
STRANAS PDT 

5) Belum ada pedoman / 
komitmen bersama yang 
mengikat untuk menserasikan 
kebijakan K/L terkait dalam 
pembangunan PDT 

    

1) Political Will 
pemerintah yang kuat 

2) Sudah ada RPJM, 
Renstra, Renstrada, 
Renstra Sektoral dan 
Pendanaan dari 
Pemerintah Pusat dan 
Daerah serta 
Kebijakan 
Pembangunan 
Manusia Indonesia 

3) Konsep RAN PDT 
sudah ada yang telah 
dibahas lintas 
Departemen serta 
mendapat dukungan 
Menko Kesra  
melalui surat No. 
B.65/Menko 
Kesra/IV 2007 
tanggal  6 April 2007 
kepada Menteri 
Negara Sekretaris 
Kabinet dan Meneg 
PPN/Ketua Bappenas 

1)  Eforia Demokrasi 
2) Kegamangan 

Pemerintah Pusat 
Melakukan 
Pengawasan 
Terhadap Daerah 

3)  Belum jelas 
pembagian 
Tanggung Jawab 
Pendanaan secara 
Formal, serta 
Sharing, 
Pendanaan dalam 
Pelaksanaan 
Peningkatan Kesra 
di Daerah 
Tertinggal 
Misalnnya : 
Kelaparan di 
Yahokimo dan 
NTT 

4). Forum Kordinasi 
yang ada belum 
efektif untuk 
melaksanakan 
kebijakan dan 
program PDT 
yang ada. 

II Kelembagaan Secara formal sudah ada 
Kementerian Negara PDT 
sebagai Lembaga 
Koordinasi Lintas Sektor. 

1)   Lembaga Koordinasi yang 
ada belum Efektof 

2)  Di Daerah tidak ada Dinas 
yang khusus menangani PDT 

1)  Adanya “Political 
Will” Pemerintah 
yang kuat dalam 
PDT 

2)   Berbagai 
Departemen 
Teknis memiliki 
Program PDT 

1)   Kemenko Kesra 
maupun Meneg PDT 
tidak punya 
Kelembagaan 
Perwakilan  di 
Daerah yang 
menangani PDT 

2)   Tim Koordinasi  
yang ada belum 
menampung 
keseluruhan Program 
PDT dan belum 
Optimal Hubungan 
Kerjanya dengan 
Instansi Daerah 

III Pendanaan 1)  Dana Pusat dan Daerah  
Pembangunan Daerah 
Tertingal cukup memadai. 
Di Papua dan NAD 

2)  Setiap tahun dana untuk 
PDT naik secara signifikan 

 Pemda Provinsi dan Kabupaten 
memberikan Proporsi dana PDT 
yang dialokasikan di APBD 
sangat terbatas 

1)   Pemerintah dan 
DPR mempunyai 
Political Will  yang 
kuat untuk 
Meningkatkan 
Jumlah Dana bagi 
PDT 

2) Adanya KMK 35 
Tahun 2003 
mendorong Daerah 
untuk Sharing 
Pendanaan Daerah 
tertinggal 

 

1)    Peluang  
Kebocoran Dana 
PDT dengan Pola 
Kerja sekarang 
cukup besar 
disebabkan kurang 
tersedia Petugas 
Pengawasan di 
lapangan terutama di 
daerah terpencil 

2) Kegamangan  
Pemerintah Pusat 
dalam menyikapi 
Otoritas Otonomi 
Daerah. Misalnya 
dalam mengawasi 
Penyaluran Dana-
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Dana Otonomi 
Khusus Papua, 
khawatir gejolak 
Politik semakin 
meruncing sudah 
hampir 5 tahun 
pelaksanaan Otsus 
belum pernah 
dilakukan Evaluasi. 

3) Munculnya 
Mekanisme 
Kolaborasi dari 
Eksekutif Legislatif 
Daerah untuk 
kepentingan 
kelompok tertentu 

4) Belum jelas  secara 
formmal pembagian 
Tanggung Jawab 
Sharing Pendanaan 
Pusat, Propinsi dan 
Kabupaten/Kota 

5) Para Eksekutif 
maupun legislatif 
Daerah belum 
mampu untuk 
membangun Cheks 
and Balance yang 
sehat dalam 
Pembangunan 
Daerah Tertinggal. 

 
 
 

TELAAHAN PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL DI ERA OTONOMI DAERAH 
NO ASPEK Strategis Meningkatkan Kekuatan dan Mengurangi 

Kelemahan untuk Memanfaatkan Peluang dan 
menghadapi tantangan 

Strategi Memanfaatkan Peluang untuk 
Menghadapi Tantangan 

I. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
II. 
 
 
 
 
 
 
 
 
III. 

Konsepsi, 
Kebijakan dan 
Program 
 
 
 
 
 
 
 
Kelembagaan 
  
 
 
 
 
 
 
 
Pendanaan 
 

1. Menyusun Rencana Aksi Nasional PDT yang 
dikukuhkan dengan Inpres. 

2. RAN PDT dengan Pendekatan Karakteristik dan 
Potensi Daerah. 

3. Di buat Pedoman yang mengatur kewajiban 
masing-masing. K/L, Provinsi, Kabupaten, dll. 
Menguji ketertingalan PDT. 

 
 
 

1. Memperkuat Kementerian Negara PDT dengan 
pendekatan Regional yang mempunyai tugas 
kebijakan, Program dan pelaksanaan serta 
pemantauan dan Evaluasi Program – program 
PDT di Daerah. 

2. Memperkuat dan Mengembangkan forum – forum 
koordinasi dalam rangka membangun daerah 
tertinggal. 

1. Setiap Proram Kesra didukung dengan Pendanaan 
Sharing Pemerintah Propinsi dan Kabupaten 
melalui sistem Matching Grand (KMK No. 
35/2003) atau “Cost Sharing” 

2. Mekanisme perencanaan dan pengawasan dengan 
pola “One Step Service” 

1. Menyiapkan RUU atau RPP tentang 
LPJ Kepala Daerah yang memuat 
kinerja Kepala Daerah yang 
memuat Kinerja Kepala Daerah 
Tentang Pelaksana RAN PDT. 

2. Menyusun Sistem pengawasan 
yang Akuntable dan Transparan, 
melibatkan unsur – unsur dari Pusat 
dan Daerah dilandasi Peraturan 
Perundang – undangan yang ada 

1. Memebantuk Team Koordinasi 
Pembangunan Daerah Tertinggal 
diperkuat dengan unsur – unsur 
yang mewakili berbagai pemangku 
kepentingan baik di Pusat maupun 
di Daerah  

 

 


